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BAB |

TINJAUAN TENTANG JAMINAN
DAN HUKUM JAMINAN

A. Pengantar

Dalam kehidupan sehari-hari perjanjian utang-piutang
sudah lazim terjadi. Dalam hubungan perutangan tersebut
ada kewajiban debitur untuk berprestasi dan ada hak bagi
kreditur atas prestasi debitur. Hubungan hukum akan lancar
jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Dalam
hubungan utang-piutang yang sudah dapat ditagih, jika
debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur
mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya
terhadap hartakekayaan debitur yang dipakai sebagai jamin-
an. Hak ini disebut hak eksekusi, hak ini dilakukan dengan
cara menjual atau mencairkan benda-benda jaminan dari
kreditur yang hasilnya adalah untuk pemenuhan kewajiban
debitur. Penjualan benda-benda debitur itu dapat terjadi
penjualan di muka umum karena adanya janji terlebih dahulu

terhadap benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan'.

! Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia
Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty,
hlm. 31.
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Pengertian jaminan tidak diatur dalam KUHPerdata,
namun dari pendapat para sarjana dapat dilihat pengertian
jaminan seperti misalnya pendapat Hartono Hadisoeprapto,
menurut beliau jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada
kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang
timbul dari suatu perikatan®.

Dalam kehidupan sehari hari ada perjanjian utang-
piutang dimana para pihak tidak memperjanjikan adanya
jaminan, meskipun adanya jaminan akan memberikan
kedudukan yang lebih baik bagi kreditur. Kedudukan yang
lebih baik yang dimaksud di sini adalah kedudukan kreditur
dalam hal pelunasan piutangnya. Kedudukan yang lebih baik
bagi kreditur yang memegang jaminan dapat dilihat dari kasus

di bawabh ini.

A utang pada B uang sebesar Rp. 20.000.000

A utang pada C uang sebesar Rp. 5.000.000

A utang pada X uang sebesar Rp. 10.000.000

A utang pada Y uang sebesar Rp. 5.000.000

A utang pada Perum Pegadaian sebesar Rp 2.000.000

dengan jaminan Televisi 30 inc.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas dapat diketahui
bahwa utang A yang tidak disertai dengan jaminan sebesar
Rp. 40.000.000, dan ada satu utang yang disertai perjanjian

jaminan. Jika A tidak mampu membayar maka bagi kreditur

2 Hartono Hadi Soeprapto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan
Hukum Jaminan, Yogyakrta, Liberty, hlm. 51.
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yang tidak membuat perjanjian jaminan akan berlaku
ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, semua harta benda A
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang
sudah ada maupun yang masih akan ada, menjadi jaminan
pelunasan utangnya. Karena A uta}lg pada beberapa kreditur
maka harta yang dimiliki harus dibagi di antara kreditur-
krediturnya. Pembagian harta A pada kreditur-krediturnya
untuk pelunasan hutang-hutang A tersebut dapat dilakukan
dengan mendasarkan pada Pasal 1132 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1132 KUHPerdata kebendaan A tersebut
menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur, hasil
penjualan benda-benda A dibagi berdasarkan keseimbangan,
yaitu menurut besar kecilnya piutang kreditur, kecuali di
antara kreditur-kreditur ada alasan yang sah untuk dida-
hulukan.

Dalam kasus di atas misalnya harta A tinggal Rp 10.000.000,
jika A tidak membayar utang-utangnya maka dengan men-
dasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata masing-
masing kreditur A yang tidak membuat perjanjian jaminan

akan mendapat bagian sebagai berikut:

Rp 20.000.000
B mendapat x Rp 10.000.000
Rp 40.000.000 = Rp 5.000.000

Rp 5.000.000
C mendapat x Rp 10.000.000

Rp 40.000.000 = Rp 1.250.000
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Rp 10.000.000
X mendapat x Rp 10.000.000
Rp 40.000.000 = Rp 2.500.000

Rp 5.000.000
Y mendapat X Rp 10.000.000
Rp 40.000.000 = Rp 1.250.000

PT Pegadaian (Persero) sebagai Kreditur A yang meme-
gang jaminan, jika A tidak membayar maka tinggal menjual
benda jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari
hasil penjualan benda tersebut. PT Pegadaian dalam memberi-
kan utang pada A mestinya sudah memperhitungkan besarnya
utang dengan prakiraan harga dari benda jaminan sehingga
jika nanti dijual akan menutup jumlah utang debitur.

Kasus di atas dapat membuktikan bahwa meskipun Pasal
1131 KUH Perdata sudah memberikan jaminan piutang
kreditur dengan seluruh harta benda debitur, namun dalam
kenyataannya piutang kreditur belum tentu terjamin misalnya
piutang B pada A sebesar Rp. 20.000.000 dalam kondisi seperti
dalam contoh kasus hanya kembali sebesar Rp. 5.000.000,-
Sementara Perum Pegadaian sebagai kreditur pemegang
jaminan mendapat pelunasan semua piutangnya.

Hukum Jaminan menjadi penting dibicarakan karena
tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer
disebut An Economic Law (Hukum Ekonomi), Wiertschafirecht
atau Droit Economique yang mempunyai fungsi menunjang

kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada
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umumnya. Sehingga bidang hukum demikian pengaturannya
dalam undang-undang perlu diprioritaskan?.

Salah satu bidang dalam Hukum Ekonomi yang juga
berkembang pesat saat ini adalah Hukum Ekonomi Syariah,
terlebih setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Menurut Abdul Kadir Muhammad, Hukum
Ekonomi adalah semua kaidah hukum yang bersifat perdata
maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi 4. Penger-
tian Ekonomi Syariah diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf
i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu: perbuatan atau
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Prinsip Syariah,
antara lain: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah,
Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah,
Obligasi dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah,
Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah,
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengertian
Hukum Ekonomi Syariah adalah setiap aturan hukum yang
mengatur kepentingan ekonomi, baik yang terdapat dalam
bidang hukum perdata maupun bidang hukum publik,
berdasarkan prinsip Syariah. Pengertian Prinsip Syariah diatur
pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa Prinsip

Syariah adalah: “Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan

* Djojo Muljadi dalam Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Ibid., him.1.
* Sumantoro, Ed, 1986, Hukum Ekonomi, Jakarta, Penerbit Ul Press,
hlm. 352.
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perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lem-
baga yang memiliki kewenangan dalan menetapkan fatwa di
bidang syariah “.

Kegiatan usaha dalam bidang Ekonomi Syariah saat ini
berkembang dengan pesat yang dalam aktivitasnya juga
memerlukan jaminan (kafalah). Di dalam pelaksanaan
perjanjian (akad) dalam praktik kegiatan Eknomi Syariah juga
diperlukan jaminan, mengingat transaksi yang dilakukan
dalam produk pembiayaan (financing) atau jasa dikenal lem-
baga yang diklasifikasikan sebagai lembaga jaminan seperti
dalam pelaksanaan Akad Murabahah, Mudharabah, Musya-
rakah, Jjarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dan Akad lainnya.

Di dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat (283) discbut-
kan bahwa “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipe-
gang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang diper-
cayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah
dia bertakwa kepada Allah”. Ayat ini memberikan pengatur-
an mengenai jaminan. Pengaturan mengenai jaminan yang
diperlukan dan berkembang dalam Hukum Ekonomi Syariah
tidak akan dibahas pada buku ini namun akan diuraikan pada
buku yang terangkai dalam Hukum Perdata Islam yang
merupakan bagian dari Kafalah.

Jaminan dalam hukum perdata adalah perjanjian tambah-
an (accessoir) terhadap perjanjian hutang-piutang atau kredit

agar dalam pelaksanaannya terdapat kepastian bahwa pada
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waktu tertentu dikemudian hari piutangnya dilunasi. Jaminan
kepastian pelunasan itu berupa barang bergerak atau tak
bergerak. Menurut Abdulkadir Muhammad, jaminan tersebut
merupakan perjanjian pelengkap terhadap perjanjian hutang-
piutang atau kredit. Dalam perjanjian jaminan ditentukan
bahwa barang jaminan atau bukti hak miliknya harus dikuasai
oleh kreditur. Apabila dikemudian hari debitur tidak melunasi
hutangnya, kreditur diberi kuasa melelang barang jaminan
guna pelunasan hutang debitur °.

Pengaturan hukum mengenai jaminan yang ada selama
ini terdapat dalam Buku II KUHPerdata, yaitu pada Pasal
1131 dan 1132 KUHPerdata. Di dalam perkembangannya
terdapat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia. Kedua Jaminan itulah yang saat ini
juga digunakan dalam melengkapi pelaksanaan akad dalam
praktik perbankan syariah. Lembaga Jaminan lain yang di-
kenal dalam praktik perbankan syariah adalah Rahn. Rahn
dalam perkembangannya di masyarakat dikenal dengan gadai
yang selama ini telah diterapkan melalui PT Pegadaian (Per-
sero). Perkembangan terkini adalah diterapkannya Gadai
Syariah melalui Perbankan Syariah.

Jenis-jenis jaminan yang akan dibahas dalam buku ini
adalah Hukum Jaminan Fidusia dalam Praktik Perbankan
Syariah, sebagaimana didasarkan pada Pasal 8 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 junto Undang-undang

* Abdulkadir Muhammad, 1994, Hukum Harta Kekayaan, Bandung,
PT. Citra Aditya, hlm. 95.
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Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa dalam
memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Sya-
riah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan
serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya
atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan
yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan
bahwa: bank umum wajib memiliki dan menerapkan
pedoman perkreditan dan pembiayaan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Materi lain yang juga akan dibahas adalah Hak Tanggungan
dan Gadai. Khusus mengenai Gadai akan dikomparasikan

dengan Gadai Syariah (Rahn).

B. Tinjauan tentang Jaminan

1. Peristilahan dan pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti
tanggungan, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tang-
gungan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tanggungan
atas segala perikatan dari seseorang’. Menurut Djojo Muljadi
(1972: 1) hukum jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-
akhir ini secara, populer disebut The Economic law (Hukum
Ekonoml), Wierteschaftrecht atau Droit Economique yang mem-
punyal fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan

pembangunan pada umumnya. Sehingga bidang hukum

¢ Oey Hoey Tiong, 1984, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur
Perikatan, Jakarta, Ghalia, Indonesia, him. 4.
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demikian pengaturannya dalam undang-undang perlu diprio-
ritaskan.

Kegiatan-kegiatan demikian dilakukan oleh warga ne-
gara Indonesia pada umumnya karena kegiatan-kegiatan
tersebut telah menjadi kebutuhan, rakyat. Kegiatan-kegiatan
tersebut di atas yang akhirnya memerlukan fasilitas kredit
dalam usahanya mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberl
kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum

bagi si pemberi modal.

2. Hukum Jaminan dalam Buku II KUH Perdata
Hukum jaminan yang diatur dalam Buku II KUHPdt

dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, mengalami peru-
bahan. '

Adapun perubahan terhadap Buku I KUH Perdata yang
dapat diperinci sebagal berikut.

a. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak
mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya;

b. Ada pasal-pasal yang menjadi tak berlaku lagi, yaitu
pasal-pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;

¢. Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh,
dalam arti bahwa ketentuan ketentuan tidak berlaku lagi
sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan yang terkan-
dung di dalamnya dan masih tetap berlaku sepanjang

mengenai benda lainnya’.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara rinci

dapat dijelaskan antara lain:

a.

Pasal-pasal yang masih berlaku penuh adalah:

i)

3)

4)

5)

6)

Pasal-pasal tentang benda bergerak, seperti Pasal 505,
509, 518 KUH Perdata. ,

Pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak Pasal
612, 613 KUH Perdata.

Pasal-pasal tentang bewoning, ini hanya mengenai
rumah, seperti Pasal 826-827 KUH Perdata.
Pasal-pasal tentang hukum waris, seperti Pasal 830 -
1130 KUH Perdata. Walaupun ada beberapa Hukum
Waris yang juga mengenai tanah, tanah diwarisi me-
nurut hukum yang berlaku bagi si pewaris.
Pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan,
seperti Pasal 1139-1149 KUH Perdata.

Pasal-pasal tentang gadai, karena gadai hanya melulu
mengenai benda bergerak, seperti Pasal 1150 - 1160
KUH Perdata.

Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi ialah:

1y

2)

3)

Pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu
berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah,
seperti Pasal 506- 508 KUH Perdata.

Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik
melulu mengenai tanah.

Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak

bergerak, tak pernah berlaku.

7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit., him. 12.
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Pada kesempatan kali ini penulis menyusun buku ajar
dengan judul “PENGANTAR HUKUM JAMINAN DI
INDONESIA”. Materi ini mendapatkan prioritas penulis
karena Hukum Jaminan merupakan bagian dari Hukum
Perdata yang semakin diminati masyarakat karena
banyaknya persoalan yang timbul dalam praktik perbankan
dan bisnis di Indonesia.

Buku ini membahas materi-materi antara lain pengertian
jaminan, gadai, fidusia, hak tanggungan, perjanjian
penanggungan hutang, cessie, resi gudang dan bank garansi.
Salah satu pertimbangannya adalah mulai adanya
permasalahan yang timbul dalam praktik pengikatan
jaminan, yang memerlukan solusi atau jalan keluar.
Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan referensi
bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan dapat membantu
mengenalkan hukum jaminan bagi masyarakat luas.
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